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WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat : 1.
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WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan  Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);



10.

jdih.denpasarkota.go.id

jdih.denpasarkota.go.id

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Replublik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2017 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 22 Agustus 2017 Nomor
37 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Atas Peraturan
Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun
2017 Nomor 37) ;



MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA
PERTANGGUNGJAWABAN
PENDAPATAN DAN
ANGGARAN 2017.

Menetapkan TENTAN

BELANJA

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun
terdiri dari :

1. Pendapatan Rp. 2.
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.
b. Dana Perimbangan Rp.
c. Lain-lain Pendapatan Yang Rp.
Sah
2. Belanja Rp. 1
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1
1) Belanja Pegawai Rp.
2) Belanja Hibah Rp.
3) Belanja Bantuan Sosial Rp.
4) Belanja Bagi Hasil Rp.
5) Belanja Bantuan Rp.
Keuangan
6) Belanja Tidak Terduga Rp.
b. Belanja Langsung Rp.
1) Belanja Pegawai Rp.
2) Belanja Barang dan Rp.
Jasa
3) Belanja Modal Rp.
Surplus (1-2) Rp.
3. Pembiayaan Rp.
a. Penerimaan Rp.
b. Pengeluaran Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto Rp.
Sisa Lebih Perhitungan Rp.
Anggaran Tahun Berkenan
Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran

PELAKSANAAN
DAERAH
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G PENJABARAN
ANGGARAN

TAHUN

anggaran 2017

058.136.261.219,33
008.710.711.670,60
851.680.517.471,00
197.745.032.077,73

.967.311.318.271,58
.041.281.700.591,02

717.438.206.519,80
99.761.657.000,00
2.625.220.000,00
63.053.038.000,00
158.354.579.071,22
49.000.000,00
926.029.617.680,56
24.302.185.100,00
650.090.465.833,80
251.636.966.746,76
90.824.942.947,75
234.630.825.136,86
239.965.693.642,86
5.334.868.506,00
234.630.825.136,86

325.455.768.084,61

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan
Walikota ini.
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dari Peraturan
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Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam
penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Agustus 2018

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 29
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